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Abstrak

Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian
pekerjaan pemerintahan, serta pergerakan mereka yang melaksanakannya
agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan birokrasi menunjuk
pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan
teratur dan terus-menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan
administrasi birokrasi pada masa Kesultanan Mahmud Badaruddin 11
bertujuan untuk mengetahui riwayat hidup Sultan Mahmud Badaruddin II,
menguraikan sejarah Kesultanan Palembang Darussalam serta menjabarkan
pengelolaan administrasi birokrasi pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II
di Kesultanan Palembang Darussalam.

Tesis ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.
Sumber primer berupa buku yang ditulis oleh P. DE ROO DE FAILLE
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berjudul Dari Zaman Kesultanan Palembang, yang diterjemahkan oleh
Soegarda Poerbakawatja. Adapun Sumber sekunder diantaranya berupa
buku-buku, jurnal dan lain-lain. Semua sumber data tersebut dihimpun
dengan metode historis yaitu heuristik dan verifikasi dimana peneliti
menelaah dokumen-dokumen pada umumnya dititik beratkan pada dokumen
hasil rekaman para ahli dari berbagai bidang dan sumber-sumber lain yang
berisi informasi mengenai masa lampau atau yang sudah layak bernilai
sejarah. Heuristik dan verifikasi berfungsi untuk menyeleksi data-data
sejarah yang fakta (bukti-bukti) sejarahnya telah valid dan yang sudah diuji
validitas dan reliabilitasnya, barulah proses historiografi. Di samping itu
peneliti juga mengumpulkan data Kkualitatif terdiri dari observasi dan
dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif berlandaskan pada logika keilmuan.

Dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Administrasi Birokrasi Pada
Masa Sultan Mahmud Badaruddin Il di Kesultanan Palembang Darussalam
Pada Tahun 180-1821” ditemukan bahwa sistem pengelolaan administrasi
birokrasi di Kesultanan tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan pada
masa Sultan-Sultan sebelumnya, yang mengikuti pola pemerintahan di Jawa,
yaitu dengan penerapan sistem empat mancanegara atau pancalang lima
dalam pemerintahan. Dalam pengelolaan administrasi birokrasi Sultan
Mahmud Badaruddin II membagi wilayah Kesultanan menjadi dua, yaitu
wilayah ibukota dan wilayah pedalaman, selanjutnya di ibukota dengan
penerapan sistem empat mancanegara atau pancalang lima, dan untuk
wilayah pedalaman yang terdiri dari Marga dipimpin oleh Pesirah, wilayah
Marga dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu daerah Sikap, Kepungutan dan
Sindang yang dipimpin oleh Proatin. Dan terdapat pula sarana birokrasi
yang di bentuk oleh Sultan Mahmud Badaruddin II, yaitu lembaga
Kepenghuluan, lembaga Patih, dan lembaga Syahbandar. Kemudian
digunakan Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai bentuk pedoman dan
aturan hukum di Kesultanan Palembang Darussalam.

Kata Kunci: Administrasi, Birokrasi, Kesultanan

Abstract

Administration is planning, controlling, and organizing the work of
government, and the movement of those who implement it in order to
achieve the goals that have been set. While bureaucracy refers to an
organization that is intended to exert energy regularly and continuously, to
achieve a certain goal. Management of bureaucratic administration during
the Mahmud Badaruddin Sultanate II aims to know the history of Sultan
Mahmud Badaruddin II, describes the history of the Sultanate of Palembang
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Darussalam and describes the management of bureaucratic administration in
the time of Sultan Mahmud Badaruddin II in Palembang Darussalam
Sultanate.

This thesis uses primary data source and secondary data source. The primary
source is a book written by P. DE ROO DE FAILLE entitled From The Age
of Palembang Sultanate, translated by Soegarda Poerbakawatja. The
secondary sources include the form of books, journals and others. All
sources of data are collected by historical methods of heuristics and
verification in which researchers review documents are generally focused on
documents recording experts from various fields and other sources
containing information about the past or that is worthy of historical value.
Heuristics and verification serves to select historical data that the facts
(evidence) history has been valid and that has been tested the validity and
reliability, then the process of historiography. In addition, researchers also
collect qualitative data consisting of observation and documentation.
Technique of data analysis in this research is qualitative descriptive based on
logic of science.

In a study entitled "The Management of Bureaucratic Administration In the
Period of Sultan Mahmud Badaruddin II at the Sultanate of Palembang
Darussalam In the Year 180-1821" it was found that the administrative
system of bureaucratic administration in the Sultanate was not much
different from that of the previous Sultan-Sultan system, Java, by applying
the system of four foreign countries or five pancalang in government. In the
administration of bureaucracy administration Sultan Mahmud Badaruddin II
divides the Sultanate into two areas, namely the capital region and the
hinterland, then in the capital with the application of the system of four
foreigners or pancalang lima, and for the interior area consisting of Marga
led by Pesirah, Marga region is divided into three region, namely the area of
attitude, levy and Sindang led by Proatin. And there is also a bureaucratic
means in the form by Sultan Mahmud Badaruddin II, namely institutions
Kepenghuluan, Patih institutions, and institutions Syahbandar. Then used the
Law of the Simbur Cahaya as a form of guidance and rule of law in the
Sultanate of Palembang Darussalam.

Keywords: Administration, Bureaucracy, Sultanate.
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PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

1 Gede Ing Suro meletakkan dasar-dasar keraton Jawa di Palembang

dengan memegang tertib "Piagam Jipang”. Keraton Jawa yang

pertama dikenal sebagai Kuto Gawang. 'Sultan Mahmud
Badaruddin II atau Raden Hasan, merupakan salah satu Sultan yang
memerintah di Kesultanan Palembang Darussalam. Struktur pemerintahan di
Kesultanan Palembang Darussalam dipengaruhi oleh dua kebudayaan, yaitu
kebudayaan Jawa dan kebudayaan Melayu. Pengelolaan administrasi
birokrasi di ibukota mengunakan system empat mancanegara.’ Adapun
daerah pedalaman dengan membagi wilayah pedalaman menjadi tiga
wilayah, yaitu wilayah Sikap, wilayah Kepungutan dan wilayah Sindan,
dengan menempatkan Pesirah, Proatin, Punggawa, Raban dan Jenang
sebagai pimpinan daerah.’ Di Kesultanan, terdapat pula lembaga pengadilan
sebagai sarana birokrasi diantaranya lembaga pengadilan Penghulu, lembaga
pengadilan Patih dan lembaga pengadilan Syahbandar. Di Kesultanan
Palembang Sultan menerapkan sistem gaji dengan sistem lungguh untuk
aparat pemerintah Marga,” dan sistem apanage untuk aparat pemerintah
ibukota®. Selain itu sistem jengjang karir yang diterapkan dalam Kesultanan
Palembang adalah dengan nyuwita (mengabdi) dan yang berikutnya magang
(membantu)’

! Djohan Hanafiah, Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan
Kemerdekaan, cet I (Jakarta: Haji Masagung 1989), hal 67

? Djohan Hanafiah, Melayu Jawa:Citra Budaya dan Sejarah Palembang
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995), hal 197-199

> Djohan Hanafiah, Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Palembang (Palembang: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
II Palembang 1998), hal 64

* Husni Rahim, Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang
Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang (Jakarta: Logos
1998), hal 68

> Abdullah, Ma’moen. dkk, Sejarah Daerah Sumatera Selatan (Palembang:
Dedikbub 1992), hal 85

® Husni Rahim, Sistem Otoritas dan Administrasi Islam (studi tentang
pejabat agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang (Pamulang Timur,
Ciputat: Logos 2012), hal 129

7 Soemarsaid Moertono, Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX.
(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia 2017), hal 136
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B.

Rumusan Masalah
Permasalahan pokok dalam penelitian ini, dirumuskan sub-sub

masalah sebagai berikut:

1.

D.

Bagaimana penerapan tata kelola administrasi birokrasi di wilayah
ibukota atau pusat, pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II di
Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1803-1821 ?
Bagaimana bentuk perlindungan dan jenis jabatan yang menjalankan
fungsi-fungsi administrasi birokrasi di wilayah ibukota atau pusat,
pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II di Kesultanan Palembang
Darussalam pada tahun 1803-1821?

Tujuan Penelitian
Bertolak dari rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui penerapan tata kelola administrasi birokrasi di
wilayah ibukota atau pusat, pada masa Sultan Mahmud Badaruddin 11
di Kesultanan Palembang Darussalam.

Untuk mengetahui bentuk pengelolaan dan jenis jabatan serta fungsi
tata kelola administrasi birokrasi di wilayah ibukota atau pusat, pada
masa Sultan Mahmud Badaruddin II di Kesultanan Palembang
Darussalam.

Manfaat Penelitian
Umumnya pengunaan penelitian untuk dua kepentingan yaitu untuk

pembangunan ilmu dan problem solving. Maka manfaat penelitian ini terdiri
dari teoritis dan praktis.

1.

38

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi
perkembangan ilmu pengetahuan sejarah dan perkembangan khazanah
intelektual Islam terutama pada kajian pengelolaan administrasi
birokrasi pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II di Kesultanan
Palembang Darussalam pada tahun 1803-1821. Dalam penelitian ini
ditemukan bahwa sistem pengelolaan administrasi birokrasi pada
masa Sultan Mahmud Badaruddin II, dipengaruhi oleh dua
kebudayaan, yaitu kebudayaan Jawa dan kebudayaan Melayu.
Pengaruh kebudayaan Jawa terlihat pada penerapan system empat
mancanegara/pancalang lima yaitu adanya Raja/Sultan, Patih,
Adipati, Penghulu dan Syahbandar. Sedangkan pengaruh dari
kebudayaan Melayu, terlihat adanya Syahbandar sebagai
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Mancanegara keempat, hal tersebut dikarenakan wilayah kesultanan
sebagai wilayah maritim. Di Jawa sendiri yang menjadi Mancanegara
keempat adalah Hakim/Jaksa dikarenakan wilayah Jawa sebagai
wilayah agraris. Selanjutnya terkait pernyataan dalam buku P. De.
Roo De Falille yang menyatakan bahwa menurut kontrak tahun 1681-
1722, berhentinya peradilan lama yang dijalankan oleh Syahbandar,
dan diterapkannya hukum Eropa. Adapun pernyataan tersebut tidak
berlaku pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II. Terkait peran,
kewenangan dan tugas Syahbandar berlaku dengan semestinya
dikarenakan Syahbandar memiliki peranan penting dalam wilayah
maritim. Hal tersebut diperjelas pula dengan adanya peristiwa
peperangan sebagai bentuk perlawanan Sultan Mahmud Badaruddin I1
terhadap kolonialisme. Hal tersebut merupakan bentuk nyata bahwa
Sultan Mahmud Badaruddin II anti terhadap kolonialisme dan Hukum
Eropa.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan
literatur penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan sejarah
Kesultanan Palembang. Terutama yang berkaitan tentang pengelolaan
administrasi birokrasi pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II di
Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1803-1821.

E. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah.®
Ada empat tahap dalam metode penelitian sejarah yaitu: heuristik
(pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan
historiografi.

F.  Kerangka Teori

Teori yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teori
administrasi birokrasi. Mengutip teori birokrasi Max Weber, dalam buku
Soerjono Soeckanto, Max Weber dalam teorinya mengungkapkan bahwa
birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk
mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus-menerus, untuk mencapai
suatu tujuan tertentu.’

¥ Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara wacana, 1994), hal 7
? Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta:PT RajaGrafindo
Persada 2002), hal 391
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Mengutip dalam artikel jurnal Abdul Kadir Weber juga merinci
tentang kriteria tugas dan fungsi staf administrasi yang mencakup 10 prinsip,
disebut dengan tipe ideal. Tipe ideal birokrasi Weber diklaim sebagai teori
administrasi publik karena organisasi publik yang merupakan pokus
administrasi publik, adalah bagian dari struktur sosial atau organisasi sosial.
Adapun 10 prinsip tipe ideal tersebut sebagai berikut:

Pegawai taat pada otoritas hanya berkenaan dengan kewajiban jabatan
Pegawai diorganisir dalam jabatan yang hirarkis

Setiap jabatan memiliki kompetensi

Pengisian jabatan melalui sistem kontraktual

Calon pejabat diseleksi menurut kualifikasi teknis

Pegawai di gaji secara tetap dan untuk sebagian besar dengan suatu
hak pensiun

7. Jabatan diperlukan sebagai jejak kerja, setidaknya sebagai lapangan

A e

kerja primer
8. Jabatan membentuk sistem karir
9. Kegiatan pejabat terpisah mutlak dari pemilikan sarana administrasif

dan tanpa menarik keuntungan pribadi dari posisinya
10.  Pegawai tunduk pada disiplin dan kontrol dalam tingkah laku jabatan

SEJARAH KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM
A.  Asal Usul Kesultanan Palembang Darussalam

Ki Gede Ing Suro meletakkan dasar-dasar keraton Jawa di Palembang.
Keraton Jawa yang pertama dikenal sebagai Kuto Gawang. Wilayah
Kesultanan Palembang Darussalam meliputi segala huluan Batanghari
Sembilan dan Bangka, Mentok dan Belitung.'® Bentuk pemerintahan dalam
Kesultanan Palembang Darussalam dipengaruhi oleh dua kebudayaan, yaitu
budaya Jawa dan budaya Melayu. Pengaruh dari kebudayaan Jawa dapat
dilihat dari penerapan sistem empat Mancanegara, yang terdiri dari
Raja/Sultan, kemudian terdapat Patih  (rijksbestuurder) dipimpin oleh
Pangeran Natadiraja, selanjutnya terdapat Adipati, kemudian terdapat
Penghulu yang dipimpin oleh Penghulu Nata Agama, dan Syahbandar.

Adapun pengaruh kebudayaan Melayu dalam birokrasi pemerintahan,
yaitu adanya Syahbandar. Di Jawa Mancanegara keempat adalah

' Djohan Hanafiah, Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan
Kemerdekaan, hal 67
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Hakim/Jaksa. Hakim/Jaksa sebagai Mancanegara keempat, tampaknya tidak
tepat di Kesultanan Palembang sebagai wilayah maritim, sehingga
Syahbandar menjadi Mancanegara keempat di Kesultanan Palembang.
Selanjutnya pengaruh budaya Melayu di kesultanan adalah adanya perluasan
lembaga kekeratonan dan kebangsawanan dengan menarik sebanyak
mungkin para “pemuka adat” (pemuka Melayu) atau pembantu-pembantu
setia non elite Jawa melalui lembaga perkawinan. Pengaruh lain dari budaya
Melayu dapat dilihat adanya hubungan pusat ibukota dengan daerah
pedalaman yang diatur dengan menempatkan wakil-wakil mutlak Sultan di
beberapa dusun atau Marga, yang disebut Raban dan Jenang.'' Kesultanan
Palembang Darussalam, secara strutur membagi pemerintahannya menjadi
dua, yaitu di ibukota dan di daerah pedalaman. Bentuk pemerintahan di
ibukota menerapkan sistem empat Mancanegara. Dan daerah pedalaman di
bagi dalam 3 kawasan, yaitu daerah Sikap, Kepungutan dan Sindang, dengan
menerapkan perwakilan yaitu Raban, Jenang, Proatin, Pesirah. 12

Penduduk Kesultanan Palembang terdiri dari dua golongan yaitu
golongan bangsawan (priyai) dan rakyat biasa."’ Undang-undang yang
digunakan yaitu Undang-Undang Simbur Cahaya.'* Dalam Kesultanan
Palembang dikenal gelar Sultan dan Susuhunan, gelar tersebut mengikuti
pola yang ada di Jawa yang mendapat pengaruh dari Mekkah (Arab)."”
Terdapat pula istilah Darussalam sebagai lambang atau julukan dari
Kesultanan Palembang, yang dikenal dengan Kesultanan Palembang
Darussalam. Mengenai istilah Darussalam sama halnya dengan Kesultanan
Aceh yang menggunakan istilah Darussalam, Kesultanan Aceh Dar Al
Salam. Penggunaan istilah Darussalam, mengambarkan tempat yang
tentram, mengambarkan bagian dari Dar Al-Islam (wilayah Islam), negara

" Djohan Hanafiah, Melayu Jawa:Citra Budaya dan Sejarah Palembang, hal
197-199

"2 Djohan Hanafiah, Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Palembang , hal 64

" Djohan Hanafiah, Kuto Gawang: Pergejolakan dan Permainan Politik
Agama Dalam Kelahiran Kesultanan Palembang Darussalam (Palembang:
Parawisata Jasa Utama 1987), hal 12

'* Hamka, Sejarah Umat Islam IV (Jakarta: Bulan Bintang 1976) hal 90

'3 Abdul Chalik, Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah
Pemilu di
Indonesia.https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as sdt=0%2C5&q=Islam+Mat
araman+dan+Orientasit+Politiknya+dalam+Sejarah+Pemilu+di+Indonesia&btnG=
diakses tanggal 26 Januari 2018, pukul 08:00
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pengikut atau protektora Khilafah Usmani.'® Mengunakan istilah Darussalam
di kerajaan Melayu Nusantara bertujuan meminta justifikasi agar entitas
politik mereka diakui oleh otoritas politik keagamaan Timur Tengah sebagai
bagian dari Dar Al-Islam."”

B. Pemerintahan Pada Masa Sultan Mahmud Badaruddin Il di
Kesultanan Palembang Darussalam

Sultan Mahmud Badaruddin II (Raden Hasan) dilahirkan pada malam
ahad 1 Rajab 1181 H/1767 M di Palembang, dan dinobatkan menjadi Sultan
pada hari Isnen tanggal 3 bulan April tahun 1804 Masehi atau tanggal 21
Zulhijah tahun 1218 di usia 37 tahun. Sultan Mahmud Badaruddin II
memiliki kepribadian yang baik dan bijaksana.'® Terkait pejabat kerajaan
secara tradisional diambil terutama dari kelas priyai, yaitu kelompok sosial
yang sesungguhnya terdiri dari para punggawa (pejabat), tetapi secara
berangsur-angsur akhirnya mencakup juga para anggota keluarga dan
keturunannya. Namun yang menjadi patokan penting untuk masuk ke dalam
keanggotaan kaum priyai masih tetap dengan jalan duduk dalam dinas
kerajaan'’

BENTUK DAN STRUKTUR ADMINISTRASI DI KESULTANAN
PALEMBANG DARUSSALAM PADA MASA SULTAN MAHMUD
BADARUDDIN Il

Dalam pelaksanaan administrasi Sultan Mahmud Badaruddin II,
mempunyai juru tulis pribadi/sekretaris dan sekaligus penasehat agama

Suwardi Mohammad Samin, Kerajaan dan Kesultanan Dunia Melayu:
Kasus Sumatra dan Semenanjung Malaysia.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Kerajaandant+Kesulta
nan+Dunia+Melayu%?3a+Kasus+Sumatra+Dan+Semenanjung+Malaysia&btnG=
diakses tanggal 26 Januari 2018, pukul 08:00

"7 Muhammad Iqbal, Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia Pada Masa
Kerajaan Islam di Nusantara.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Akar+Tradisi+Politik
+Sunni+di+IndonesiatPada+Masa+Kerajaan+Islam+di+Nusantara&btnG= diakses
tanggal 26 Januari 2018, pukul 08:00

'8 Akib. 1984. Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin I.
(Palembang: Pemerintah Propinsi Daerah TK I Sumatera Selatan). Hal 17

' Soemarsaid Moertono, Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX.
(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia 2017), hal 136
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yaitu Raden Muhammad Rasip, dan Pangeran Adipati sebagai juru bicara
kesultanan.”’ Selanjutnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di
ibukota, berada langsung di bawah Sultan, dibantu oleh empat mancanegara
sebagai bagian dari pancalang lima, yang terdiri dari Pepatih atau Patih
yang bertugas mengenai urusan pemerintahan atau kehakiman, Patih
(rijksbestuurder) dipimpin oleh Pangeran Natadiraja ia dibantu oleh
Temenggung Kerta, Patih bertugas mengelola harta kekayaan Sultan, yang
meliputi Marga-Marga. Kemudian terdapat Adipati, Adipati dengan gelar
Pangeran Citra yang memimpin kelompok Pengalasan/Tentara Sultan.
Kemudian terdapat Penghulu Nata Agama, terkait urusan agama,
perkawinan, perceraian, kematian, serta kelahiran dan Syahbandar mengenai
urusan pengelolaan perniagaan. '

Selain itu terdapat pula sistem administrasi untuk daerah pedalaman
yang dibagi dalam 3 kawasan yaitu daerah Sikap dibebaskan dari pajak,
daerah Kepungutan dengan penerapan sistem pajak dan Sindang dengan
penerapan sistem tiban tukon, daerah pedalaman di kepalai oleh Depati,
Pasirah, dan Danguan. Dan Sistem administrasi di wilayah Bangka-Belitung
di jalankan Kongsi yang bertugas melakukan pembukuan, mengirimkan
laporan dan menetap di Pulau Bangka. Selanjutnya bentuk lain dari
penerapan sistem administrasi adalah Penerapan Sistem Pajak’ Penerapan
Tiban Tukon,Pengerahan Tenaga dan Alat Tukar Atau Mata Uang.*

FUNGSI BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN DI KESULTANAN
PALEMBANG DARUSSALAM PADA MASA SULTAN MAHMUD
BADARUDDIN 11

Dalam sistem birokrasi pemerintahan, Pada masa Sultan Mahmud
Badaruddin II dikenal konsep kawula gusti yang menjadikan komunikasi
sosial.” Selain mengunakan konsep kawula gusti dalam birokrasi
pemerintahan, pengelolaan birokrasi yang diterapkan yaitu sebagai berikut:

* Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, Kesultanan Palembang

Darussalam,Sejarah dan Budayanya (Jember University Press dan Penerbit
Nusantara Pertama 2016), hal 49

*! Husni Rahim, Sistem Otoritas dan Administrasi Islam (studi tentang
pejabat agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang(Pamulang Timur,
Ciputat: Logos Rahim), hal 67

** Ibid., hal. 69.

# Soemarsaid Moertono, Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX, hal
22
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1. Pembagian wilayah di Kesultanan Palembang.

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II, pembagian
wilayah kesultanan menjadi dua, yaitu wilayah negara atau kerajaan disebut
ibukota (nagaragung) daerah inti, dan daerah pedalaman yang terbagi atas
wilayah Sikap, Kepungutan dan Sindang. Dan terdapat wilayah Kepulauan
Bangka-Belitung yang merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan
Palembang.**

Struktur wilayah pemerintahan Kesultanan Palembang

Kraton (pusat
pemerintahan)

Daerah Sikap

Daerah

Daerah Sindang

Sumber: Rahim Husni,Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, studi
tentang pejabat agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang (Jakarta:
Logos 2012) hal 66

2. Sistem Pengelolaan Birokrasi di Pemerintahan Pusat atau di
Ibukota dan di Pedalaman
Mengutip teori Max Weber dalam buku Soerjono Soekanto, mengenai
birokrasi yaitu menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk
mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus-menerus, untuk mencapai

** Husni Rahim, Sistem Otoritas dan Administrasi Islam (studi tentang
pejabat agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang(Pamulang Timur,
Ciputat: Logos Rahim), hal 67
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suatu tujuan tertentu. Hal tersebut sama halnya dengan pengelolaan
birokrasi dengan konsep empat mancanegara dimana Raja atau Sultan
merupakan pimpinan tertinggi dengan membawahi Patih, Adipati, Pangeran
Penghulu Nata Agama dan syahbandar dengan segala kewenangannya. Dan
lebih jelasnya mengenai derajat serta kewenangannya dijelaskan dalam
penjelasan di bawabh ini.

a. Sistem pengelolaan birokrasi di pemerintahan pusat atau di ibukota.

Struktur Pancalang Lima dan Empat Mancanegara di Kesultanan

Urusan Urusan Urusan Urusan
Pemerintahan/ Hulubalang/ Agama Pelabuhan/
Kehakiman Tentara Perdagangan

Sumber: Rahim Husni,Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, studi
tentang pejabat agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang (Jakarta:
Logos 2012) hal 69

1. Peran dan Tugas Sultan

Tugas Sultan secara lengkap dapat disimpulkan menjadi empat,
perhatian pertama Sultan adalah pengaturan birokrasi (aparat pemerintahan)
dan pelaksanaan pemerintahan. Perhatian yang kedua adalah pengawasan
atas pegawai-pegawainya, ini harus dilakukan dengan cara halus dan tidak
terlihat nyata mendesak. Perhatian yang ketiga adalah mengetahui situasai
disemua bagian kerajaan agar dapat membantu memberikan pertolongan
kapan saja diperlukan, dan yang terakhir adalah menghukum para pelaku
kejahatan atau dengan kata lain menjaga keamanan negara.

2. Peran dan Tugas Patih

Patih atau Perdana Menteri (rijksbestierder) dipimpin oleh Pangeran
Natadiraja, ditugaskan urusan kepolisian, pelaksanaan hukum adat,
menangani masalah pidana dan perdata, masalah peralatan perang, dan
mengatur jalannya peperangan.
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3. Peran dan Tugas Adipati
Adipati dipimpin oleh Pangeran Citra yang memimpin kelompok
pengalasan atau tentara Sultan.

4. Peran dan Tugas Penghulu

Penghulu di kesultanan dipimpin oleh Pangeran Penghulu Nata
Agama, sebagai Hakim agama tertinggi. Kepadanya dibebankan semua
perkara berkenaan dengan agama, perkawinan, perceraian dan hukum
kematian kelahiran.

Posisi pejabat agama dan pejabat lain
dalam struktur Kesultanan Palembang

Sultan
Ibu Kota Daerah Uluan
Pangeran Pepatih/Patih
Khatib Penghulu Tumenggung
Khatib Imam Lebai Penghulu Rangga
Khatib Khatib Demang
Modin Ingebey

Sumber: Rahim Husni,Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, studi
tentang pejabat agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang
(Jakarta: Logos 2012) hal 103.

Ruang lingkup tugas dari Pangeran Penghulu dapat juga diamati dari
tugas-tugas aparat bawahannya yaitu sebagai berikut:
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Khatib Hakim bertugas membantu Pangeran Penghulu dalam
menyelesaikan tugas-tugas di mahkamah dalam memutus perkara
perkawinan, perceraian, warisan dan perwalian. Khatib Imam bertugas
membantu Pangeran Penghulu dalam menyelenggarakan peribadatan di
Mesjid Agung. Dan sebagai imam tetap dan kepala Mesjid Agung. Khatib
bertugas mengurus dan memcatat perkawinan, kematian dan pengumpulan
zakat fitrah. Modin dan Marbot membantu Khatib Imam dalam memelihara
Mesjid Agung, dan membantu penyelenggaraan berbagai kegiatan di Mesjid
Agung. Kemudian terdapat Bilal yang bertugas dalam bidang ibadah sebagai
pimpinan Mesjid, menjadi juru do’a. Dalam bidang kekeluargaan bertugas
mengurus dan mencatat perkawinan, menyelesaikan perselisihan antara
suami isteri. Dan dalam bidang kemasyarakatan bertugas, memberikan
fatwa, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama, menjadi juru
Rembuk (musyawir),Mengumpulkan dan Membagikan Zakat (amil zakat),
Memelihara Harta Wakaf, Mengurus Penyelenggaraan Jenazah, Memelihara
Pekuburan dan Tempat Keramat, Menyembelih Ternak

5. Peran dan Tugas Syahbandar
Syahbandar bertugas mengelola urusan bea cukai, perdagangan dan
yang berkaitan dengan pelabuhan.”

b.  Sistem pengelolaan Birokrasi di Pedalaman.

Adapun pengelolaan birokrasi di daerah pedalaman yang berupa
Marga-Marga tersebut dibagi menjadi 3 kawasan, pertama di sebut daerah
Sikap, diperintah langsung oleh pegawai kesultanan. Daerah ini dibebaskan
membayar pajak, tetapi mereka mempunyai kewajiban kerja kepada Sultan,
dikenal dengan istilah gawe Raja. Gawe Raja adalah kerja yang bersifat
langsung kepada Sultan seperti mengayuh perahu (Pengayub) atau sebagai
penunjuk jalan (Perpat). Daerah Kepungutan dipimpin oleh seorang Raban
atau Jenang. Dikenakan segala pajak. Dalam pelaksanaan tugas Raban dan
Jenang bertanggung jawab kepada Patih. Raban atau Jenang adalah jabatan
perantara antara Sultan dengan Pasirah (Kepala Marga) atau Proatin
(Kepala Dusun). Dan selanjutnya adalah daerah Sindang merupakan daerah
perbatasan dengan daerah Kepungutan. Daerah Sindang diberi kebebasan
mengatur daerahnya sendiri. Daerah Sindang yang terkenal adalah Pasemah.
Daerah Sindang ini dipimpin oleh seorang Depati (Raja Kecil) yang bebas
(vryberen) tidak dibebani pajak dan tidak pula membayar upeti, tetapi

% Ibid., hal. 69-113
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berkewajiban melindungi perbatasan daerah kesultanan dari serbuan orang
luar. Dan di antara mereka diwajibkan tiban tukon sebagai tanda raja.”

C. sistem pengelolaan birokrasi di Bangka Belitung

Sebagai daerah penghasil timah, diatur secara khusus. Dengan
ditetapkan Tumenggung di Mentok. Dalam menjaga keamanan dan
ketertiban, diangkat Demang dan Jenang. Sebagai pembantu Tumenggung
dalam bidang pemerintahan, di tempat-tempat tertentu diangkat Depati
berserta beberapa orang Batin Pasirah dan atau Batin Pengandang dan
Keria. Dalam bidang agama Islam, Tumenggung dibantu oleh Penghulu,
Imam, dan Khatib. Untuk Pulau Belitung diangkat beberapa orang Ngabehi
dan Keria, yang langsung berada di bawah Sultan Mahmud Badaruddin 11.%’

3. Sistem Jenjang Karir dalam Birokrasi dan Sistem Gaji Pejabat

Pemerintahan

Sebelum mendapat kedudukan dalam jenjang birokrasi. Seseorang
harus menempuh dua tahap pendidikan, yang pertama nyuwita (mengabdi)
dan yang berikutnya magang (membantu).”® Aparat pemerintahan untuk
wilayah Marga tidak di gaji melainkan dengan system lungguh.” Para
pejabat di Ibukota tergolong dalam empat mancanegara memperoleh
kedudukan (aristokrat) yang sama di kesultanan, di gaji dengan sistem
apanage.”

4. Bentuk Peraturan Hukum dan Sarana Birokrasi

Adapun peraturan dan undang-undang yang digunakan dalam
kesultanan adalah Undang-Undang Simbur Cahaya yang telah dimasuki
ajaran-ajaran Islam.’' Dan sarana birokrasi di kesultanan seperti Lembaga

*® Djohan Hanafiah, Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya

Daerah Tingkat Il Palembang, hal 59

7 Depdikbud, Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan (Palembang:
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 1985), hal 59

28 Soemarsaid Moertono, Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX, hal
136

¥ Abdullah, Ma’moen. dkk, Sejarah Daerah Sumatera Selatan (Palembang:
Dedikbub 1992), hal 85

*® Husni Rahim, Sistem Otoritas dan Administrasi Islam (studi tentang
pejabat agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang, hal 129

3! Hamka, Sejarah Umat Islam IV, hal 90
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Pengadilan Penghulu, Lembaga Pengadilan Syahbandar, dan Lembaga
Pengadilan Patih.’?

5. Dampak Penerapan Birokrasi

Pembentukan birokrasi agama, di tingkat pusat dan di tingkat
Marga/daerah, yang menurut immoral, hidup keagamaan, politik, dan sistem
ekonomi serta sistem sosial jatuh dalam ajaran agama Islam, tak lain pula
dengan kedudukan dan hak orang asing, yang di dalam penerapan hukum
birokrasinya hanya boleh berniaga tetapi tidak punya milik yang menetap,
sehingga terjadinya kelas-kelas sosial, hubungan antara status dan kelas.
Kelas sosial bersifat statis dan kedudukan sosial cukup dinamis. Kedudukan
politik dan sosial seluruhnya tergantung pada Sultan, begitu pula halnya
dengan hak milik, hak milik bukanlah sesuatu yang melekat pada individu
tetapi tergantung pada anugerah ataupun amanah Sultan

PENUTUP

A.  Simpulan

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, diketahui bahwa dalam
“Pengelolaan Administrasi Birokrasi Pada Masa Sultan Mahmud Badaruddin
I Pada Tahun 1803-1821” di wilayah pusat atau ibukota, dipengaruhi oleh
dua kebudayaan yaitu kebudayaan Jawa dan Kebudayaan Melayu. Pengaruh
dari kebudayaan Jawa dapat dilihat dari penerapan sistem empat
Mancanegara, yang terdiri dari Raja/Sultan, kemudian terdapat Patih
(rijksbestuurder) dipimpin oleh Pangeran Natadiraja, selanjutnya terdapat
Adipati, kemudian terdapat Penghulu yang dipimpin oleh Penghulu Nata
Agama, dan Syahbandar.

Adapun pengaruh kebudayaan Melayu dalam birokrasi pemerintahan,
yaitu adanya Syahbandar. Di Jawa Mancanegara keempat adalah
Hakim/Jaksa. Hakim/Jaksa sebagai Mancanegara keempat, tampaknya tidak
tepat di Kesultanan Palembang sebagai wilayah maritim, sehingga
Syahbandar menjadi Mancanegara keempat di Kesultanan Palembang.
Selanjutnya pengaruh budaya Melayu di kesultanan adalah adanya perluasan
lembaga kekeratonan dan kebangsawanan dengan menarik sebanyak
mungkin para “pemuka adat” (pemuka Melayu) atau pembantu-pembantu

32 Husni Rahim, Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang
Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang, hal 68
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setia non elite Jawa melalui lembaga perkawinan. Pengaruh lain dari budaya
Melayu dapat dilihat adanya hubungan pusat ibukota dengan daerah
pedalaman yang diatur dengan menempatkan wakil-wakil mutlak Sultan di
beberapa dusun atau Marga, yang disebut Raban dan Jenang.

Selanjutnya terkait dengan Syahbandar di Kesultanan Palembang
memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan.
Sehingga pernyataan P. De. Roo De Falille “Dari Zaman Kesultanan
Palembang” yang diterjemahkan oleh Soegarda Poerbakawatja, yang
menyatakan bahwa menurut kontrak tahun 1681-1722, berhentinya peradilan
lama yang dijalankan syahbandar dan diterapkannya hukum Eropa.
Pernyataan tersebut tidak berlaku di masa Sultan Mahmud Badaruddin 11, hal
tersebut diperjelas dengan adanya penerapan Syahbandar sebagai
mancanegara keempat dan bukti lain yaitu adanya peristiwa peperangan
sebagai bentuk perlawanan Sultan terhadap kolonialisme, Hal tersebut
merupakan bentuk bahwa Sultan Mahmud Badaruddin II anti terhadap
kolonialisme dan Hukum Eropa.
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